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“Bersabarlah dengan segala hal, tapi terutama bersabarlah terhadap dirimu. 
Jangan hilangkan keberanian dalam mempertimbangkan ketidaksempurnaanmu, 
tapi mulailah untuk memperbaikinya mulailah setiap hari dengan tugas yang 
baru”  (St. Fransiskus dari Sales) 
 
“Tak ada yang mudah, tapi tak ada yang tak mungkin.” 
(Napoleon) 
 
“Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, tapi 




       “Ora et Labora’’ 
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Damaiana, S351508007, KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN 
UMUM DALAM PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH, 2017, 
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan 
peradilan umum dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan 
Putusan Mahkamah Agung No. 3263K/PDT/2001 serta untuk mengetahui dan 
mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam putusan peradilan umum 
yang dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah.  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan 
konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat 
preskriptif.Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
putusan peradilan umum dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3263K/PDT/2001 tidak dapat 
dilaksanakan, dalam kasus ini karena amar putusannya merupakan putusan 
bersifat constitutief  sebagai kewenangan peradilan umum sehingga dalam 
pelaksanaannya harus mengajukan gugatan baru yang amar putusannya sebagai 
perintah untuk dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dan untuk 
melakukannya dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha sebagai instansi yang 
berwenang. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam putusan peradilan umum, 
dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat merupakan 
pemilik sertipikat sebagai akibat dinyatakan batal demi hukum jual beli yang 
tercantum dalam akta Notaris/PPAT Eunika Ratna Wijaya, SH tanggal 1 Juni 
1998 No. 9/ Serengan/1998, namun adanya amar putusan “Menyatakan sertifikat 
Hak Milik No. 741 atas nama Ong Han Kok tidak mempunyai kekuatan hukum 
tetap” bersifat constitutief sehingga harus diajukan gugatan baru agar dapat 
dilaksanakan, bahwa adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi 
dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain serta mencegah sengketa 
kepemilikan tanah. 













Damaiana, S351508007, POSSIBLE LAW OF DECISION OF GENERAL 
JUSTICE IN THE CHANGE OF LAND REGISTRATION DATA, 2017, 
Notary Program, Faculty of Law of Sebelas Maret University.  
 
This study aims to determine and analyze the decision of the general court 
to be the basis of changes in land registration data based on Supreme Court 
Decision No. 3263K / PDT / 2001 as well as to know and review the legal 
protection for the parties in the decision of the general court as the basis for the 
change of land registration data. 
This research is using methods of statute approach and conceptual 
approach. This study was a doctrinal law research that was prescriptive in 
nature. The law material included primary, secondary and tertiary law materials. 
Techniques of collecting law material used were syllogism and interpretation with 
deductive thinking pattern.  
Based on the result of the research and discussion, it is concluded that the 
decision of the general court of justice made the basis of the change of land 
registration data based on Supreme Court Decision Number 3263K / PDT / 2001 
can not be implemented. a new lawsuit whose ruling as a directive to amend the 
land registration data and to do so shall be filed to the administrative court as the 
competent agency. Legal protection for the parties in the decision of the general 
court, in this case the Defendant Cassation formerly the Defendant was the owner 
of the certificate as a result of being declared null and void by law of sale and 
sale as stated in Notarial Deed / PPAT Eunika Ratna Wijaya, SH dated June 1, 
1998 9 / Serengan / 1998, but the ruling "Declared the certificate of Property 
Right no. 741 on behalf of Ong Han Kok has no permanent legal force 
"constitutively so that a new lawsuit must be filed in order to be enforceable, that 
the existence of a certificate of title to the land of its owner shall be protected 
against arbitrary acts of others and prevent land tenure disputes. 
 
Keywords: decision of general court, data change, registration of land 
 
 
 
 
 
 
 
 
